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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian serta analisa di atas, Penulis menarik beberapa 

poin kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kebebasan membangun pulau buatan di laut lepas merupakan suatu hak 

yang dapat diperoleh oleh suatu subjek hukum internasional khususnya 

suatu negara, yang terurai di dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Namun 

hak ini hanya dibebankan kepada negara anggota yang telah 

mengharmonisasikan peraturan konvensi ke dalam peraturan nasional 

stuatu negara dan menjalankan konvensi sebagai bagian dari state practice. 

Akan tetapi, Konvensi Hukum Laut 1982 dan peraturan hukum 

internasional lainnya tidak menjelaskan mengenai status pembangunan 

pulau buatan oleh suatu Aktor Bukan Negara, dalam penulisan ini adalah 

The Seasteading Institute.  

Lebih lanjut pada Pasal 60 Konvensi Hukum Laut 1982 ayat (6) ditekankan 

bahwa pulau buatan tidak mendapatkan status sebagai pulau. Disaat pulau 

atau suatu wilayah yang permanen merupakan salah satu syarat untuk 

berdirinya suatu negara yang diwajibkan oleh hukum internasional melalui 

Montevideo Convention 1933.  

Adapula di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa pemanfaatan dari 

pulau buatan adalah hanya untuk penelitian ilmiah, pelatihan militer, 

rekreasional, dan pemanfaatan lainnya yang diperbolehkan oleh Konvensi 

dan hukum internasional lainnya. Dengan penjelasan tersebut maka tidak 
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ada negara, aktor bukan negara, atau pihak manapun yang dapat 

membangun pulau buatan yang lalu di klaim sebagai suatu wilayah yang 

berdaulat atau perpanjangan yurisdiksi dari suatu negara.  

2. Belum adanya pengakuan dunia internasional terhadap Aktor Bukan 

Negara sebagai subjek hukum internasional, hal ini dikarenakan status 

Aktor Bukan Negara sebagai suatu entitas yang belum dapat dimintakan 

pertanggungjawaban secara hukum internasional, dan kelahirannya yang 

tidak berasal dari peraturan hukum internasional. Pertanggungjawaban 

hukum dari suatu negara dan/atau pun suatu pihak merupakan salah satu 

kewajiban yang lahir jikalau suatu negara telah melakukan ratifikasi 

terhadap suatu konvensi. Pada kasus ini, aktor bukan negara yang di anggap 

bukan subjek hukum internasional yang tidak meratifikasi Konvensi Hukum 

Laut 1982 tidak dapat melakukan pertanggungjawaban hukum. 

 
 
B. Saran 
  
 Setelah Penulis merumuskan kesimpulan bahwa status pembangunan pulau 

buatan oleh The Seasteading Institute itu tidak dapat dilakukan dikarenakan tidak 

diakui-nya The Seasteading Institute sebagai Aktor Bukan Negara di Konvensi 

Hukum Laut 1982, maka Penulis merumuskan saran atas kesimpulan tersebut yaitu: 

 

1. Alangkah baiknya jika Konvensi Hukum Laut 1982 dikembangkan lebih 

jauh dengan mencakup tata cara pembangunan, status pembangunan, dan 

cara pertanggungjawaban dari pembangunan pulau buatan. Status pulau 
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buatan adalah de lege ferenda atau hukum yang seharusnya terjadi, yang di 

kemudian hari dapat dikembangkan dari hukum yang sudah eksis di masa 

kini melalui konvensi atau bentuk peraturan hukum lainnya. Namun pada 

kenyataannya, sampai sekarang pembangunan pulau buatan hanya dibahas 

secara singkat dalam Konvensi Hukum 1982, dan tidak ada konvensi atau 

peraturan lain yang mengatur secara rinci mengenai topik ini. Penulis 

menyarankan agar ada instrumen hukum yang merinci mengenai 

pembangunan pulau buatan yang dapat mencakup siapa saja yang dapat 

membangun, zona yang diperbolehkan untuk membangun pulau buatan 

tersebut, pertanggungjawaban para pihak yang membangun pulau buatan, 

dan yang terakhir adalah cara penyelesaian jika timbul konflik antara para 

pihak khusus dalam bidang pulau buatan.  

2. Peran Aktor Bukan Negara di dunia hukum internasional akan selalu 

berkembang dan akan banyak peristiwa-peristiwa dunia internasional yang 

membutuhkan kekuatan atau peran Aktor Bukan Negara untuk membantu 

perdamaian komunitas internasional. Maka dari itu, perlu adanya 

pembahasan mengenai pengakuan Aktor Bukan Negara yang dapat 

melahirkan hak dan kewajiban Aktor Bukan Negara dalam melakukan 

tindakan di dunia publik hukum internasional.  
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